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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Bentuk perjanjian yang tidak tertulis pada saat melakukan pangang, 

masyarakat adat Jaong melakukan pangang hanya karena saling percaya 

dan tolong menolong. Karena tidak adanya aturan tertulis dan dalam 

melakukan pangang “gadai tanah” pada masyarakat adat jaong. Sehingga 

salah satu pihak memanfaatkan hal tersebut untuk menguntungkan diri 

sendiri. 

2. Jangka waktu tidak ditentukan, pelaksanaan pangang pada masyarakat 

adat Jaong tidak ditentukan jangka waktunya, hanya tunggu sampai 

pemberi petaru bisa melunaskan utangnya. 

3. Mekanisme pangang pada masyarakat adat Jaong sering dilanggar 

terutama oleh pemberi gadai kemudian setelah perjanjian itu 

dilaksanakan. 

4. Objek pangang pertanian pada masyarakat adat Jaong seringkali 

penerima pangang seakan-akan merasa itu miliknya, dia menggadaikan 

lagi sawah itu kepada pihak ketiga. 
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1.2. Saran 

Setelah melihat problematika yuridis pangang ( gadai)tanah yang 

terjadi pada masyarakat adat Jaong Kecamatan Satar Mese Kabupaten 

Manggarai maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya agar tidak terjadi masalah dalam melakukan pangang (gadai) 

tanah  harus ada perjanjian tertulis. 

2. Harus ditentukan jangka waktu dalam melakukan pangang (gadai) tanah 

3. Pemberi gadai harus mentaati mekanisme yang sudah ditentukan, agar 

tidak terjadi masalah. 

4. Sebaiknya penerima gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah itu 

kepihak ketiga 
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